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ABSTRAK 
Dyah Eka Pramesti, (133111063), Manajemen Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri (MIN) Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017, Skripsi: Program Studi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Drs. H. Suparmin, M.Pd 
Kata Kunci : Manajemen Keuangan, Madrasah 
Dalam penyusunan anggaran sekolah pemerintah pusat telah membuat 
kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-
K/L). Di dalam rencana kerja tersebut dialokasikan anggaran yang diperlukan dan 
diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran 
yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun 
berikutya. Tetapi, tidak semua usulan dalam RKA-K/L disetujui oleh pemerintah, 
sehingga harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan yang mendesak dari 
sekolah. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari terjadinya 
kecurigaan penaikan harga, pembelian atau pengadaan barang. Adapun tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja 
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Surakarta pada bulan November 2016-Juni 
2017. Subyek penelitian ini adalah kepala madrasah dan informannya adalah 
bendahara dan wakil-wakil setiap bidang. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui 
keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data 
yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen keuangan di MIN 
Surakarta dilaksanakan dengan baik. 1) Perencanaan keuangan di MIN Surakarta 
tertuang dalam rapat kerja, dilakukan oleh seluruh guru, karyawan dan komite 
madrasah. Proses penyusunan anggaran melibatkan pejabat perbendaharaan dan 
wakil bidang madrasah mengahasilkan DIPA yang tertuang dalam bentuk RKA-
K/L dan POK. 2) Pelaksanaan manajemen keuangan di MIN Surakarta terbagi 
atas penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan dilakukan dengan proses 
pengajuan kepada KPPN dan KPPN melakukan pencairan dana sesuai dengan 
penanggung jawab kegiatan. Anggaran yang diperoleh madrasah dialokasikan 
untuk peningkatan kualitas pendidikan agar tercapainya keberhasilan pendidikan 
di MIN Surakarta dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan.  
 
ABSTRACT 
Dyah Eka Pramesti, (133111063), Financial Management at State Islamic 
Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Surakarta in Academic Year 2016/2017, Thesis: 
Islamic Religious Studies Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 
IAIN Surakarta. 
Supervisor: Drs.H.Suparmin,M.Pd Keywords: Financial Management, Madrasah 
In arranging the school budget, the government has made a policy through 
Government Regulation Number 21 of 2004 on the Preparation of Work Plan and 
Budget of State Ministries / Institutions (RKA-K / L). In the intended work plan 
was allocated budget and cost for each program and activity for the budget 
specified by type of expenditure, the forecast for the next year. However, not all 
chatter in RKA-K / L is approved by the government, so it should consider the 
scale in need of the school. The use of budgets should be as efficient as possible 
and affordable prices, purchases or procurement. The purpose of this research is to 
know a plan and implementation of Work Plan Budget of Ministry / Institution 
(RKA-K / L) in State Islamic Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Surakarta. 
This research used qualitative research method with descriptive approach 
which was  done at State Islamic Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Surakarta in 
November-June  2017. The subject of this research is headmaster of madrasah 
and his informant is treasurer and administration. Technique of collected data in 
this research used interview and documentation.. To know the validity of the data, 
this research used source triangulation. The collected data were analyzed using 
interactive model through data reduction step, data presentation and made 
conclusion. 
The results of this study indicated that financial management in MIN 
Surakarta was implemented well. 1) Financial planning in MIN Surakarta is 
written in a working meeting, conducted by all teachers, employees and madrasah 
committees. The process of arranging budget concern the treasury and the division 
of madrasah field resulted in the DIPA that written in the form of RKA-K / L and 
POK. 2) the implementation of financial management in MIN Surakarta is divided 
into revenue and expenditure. Receipts and payments with KPPN and KPPN shall 
disburse funds in accordance with the party responsible for activities. The budget 
produced by the madrasah is allocated for improving the quality of education in 
order to achieve the success of education in MIN Surakarta in the form of 
activities that support the educational process. Every thing used to carry out 
activities and purchase of goods should be done the amount of budget used and 
then carried out bookkeeping by the treasurer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu alat untuk mengembangkan akhlak, 
keterampilan dan pengetahuan anak dan pemuda di sekolah atau di rumah, 
agar hidup mereka bahagia dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. 
Melalui pendidikan manusia dapat menemukan dan mengembangkan 
potensi yang ada pada dirinya (Jejen Musfah, 2015:11). Hal ini sesuai 
dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa:  
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai hal yang ingin dicapai 
oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang baik, berwawasan luas, dan 
cerdas sesuai dengan zaman globalisasi. Sejalan dengan tujuan pendidikan 
nasional Indonesia adalah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat yaitu “Mencerdaskan 
kehidupan bangsa” yang dalam hal ini adalah membentuk manusia yang 
beriman dan berakhlak mulia, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 
pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen 
pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan pada tingkat satuan 
pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya 
kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-
komponen lain. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola 
sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan lebih 
difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh 
perhitungan serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional 
maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik 
(material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan (Mulyono, 2010:153-154). 
Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan 
tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa, 
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ditegaskan 
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 bahwa karena 
keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan 
pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan 
orangtua. 
Setiap sekolah dan satuan pendidikan lainnya seyogianya memiliki 
rencana strategis (renstra) untuk periode waktu tertentu yang di dalamnya 
mencakup visi, misi, dan program serta sasaran tahunan. Oleh karena itu, 
pembiayaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif dengan renstra 
di sekolah diarahkan untuk ketercapaian tujuan lembaga sebagaimana sudah 
didokumentasikan (Mulyono, 2010:171). 
Dalam rangka implementasi MBS, manajemen komponen keuangan 
harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, 
penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggung jawaban agar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku supaya semua dana sekolah benar-benar 
dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran serta 
bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.  
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata 
“Anggaran”. Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah 
yakni RAPBN (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dan 
RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Setiap 
organisasi tentu memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya 
(Suharsimi, Arikunto & Lia Yuliana, 2008: 317). Berdasarkan dari kata 
asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya 
anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki 
pemerintah, baik dana, sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. 
Karena keterbatasnya, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Herry Kamaroesid, 2013:1). 
Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk 
merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan 
pimpinan tiap-tiap unit organisasi (Nanang Fatah, 2009:47).  
Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 
Sekolah (RAPBS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional 
memadukan antara pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini 
ada beberapa anggaran yang lebih ditetapkan oleh pengaturan pemerintah 
dimana pihak sekolah tidak dapat mengubah petunjuk penggunaan atau 
pengeluaran. Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam 
tingkat mikro kelembagaan (E, Mulyasa. 2007: 176).  
Dalam penyusunan anggaran sekolah pemerintah pusat telah 
membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L) mulai berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2004 
dan sejak tahun anggaran 2005 telah mulai diterapkan pelaksanaannya untuk 
menyusun konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). RKA-K/L 
adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut 
Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan anggaran dalam 
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN) (Herry, Kamaroesid, 2013:5;58). 
Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA-K/L 
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di dalam rencana 
kerja tersebut dialokasikan anggaran yang diperlukan dan diuraikan biaya 
untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang 
direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk 
tahun berikutya (Herry, Kamaroesid, 2013:56).  
Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang 
direncanakan. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari 
terjadinya kecurigaan penaikan harga, pembelian atau pengadaan barang. 
Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang, sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Pemasukan dan pengeluaran uang harus 
tercatat secara tertib dan disertai bukti-bukti tertulis, sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Sistem pengangaran harus dipahami secara baik dan benar 
oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan yang kredibel dan dapat 
dipertanggung jawabkan (Nanang Fatah, 2012:45).  
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan 
peneliti pada tanggal 16 Februari 2016 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Surakarta bahwa mananajemen keuangan di madrasah merupakan 
Satker (satuan kerja) Kementerian Agama tersebut dalam menyusun 
perencanaan dan pelaksanaan keuangan dituangkan dalam bentuk RKA-K/L 
(Rencana Kerja Anggaran Berbasis Kementerian/Lembaga) yang disusun 
menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun. Di 
dalam rencana kerja tersebut dialokasikan anggaran yang diperlukan dan 
diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun 
anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan 
maju untuk tahun berikutya. Namun, tidak semua usulan dalam RKA-K/L 
disetujui oleh pemerintah, sehingga harus mempertimbangkan skala 
prioritas kebutuhan yang mendesak dari MIN Surakarta. 
Melihat pentingnya tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan 
perlu adanya kesesuaian pada keduanya di RKA-K/L Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri (MIN) Surakarta. Untuk itu peneliti tertarik mengambil judul 
penelitian tentang “Manajemen Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. 
B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Di dalam rencana kerja tersebut dialokasikan anggaran yang 
diperlukan dan diuraikan biaya untuk masing-masing program dan 
kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci 
menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutya. Tetapi, 
tidak semua usulan dalam RKA-K/L disetujui oleh pemerintah, 
sehingga harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan yang 
mendesak dari sekolah. 
2. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari 
terjadinya kecurigaan penaikan harga, pembelian atau pengadaan 
barang. Tetapi pada pelaksanaannya ditemukan penaikan harga 
karena penyusunan dilakukan pada tahun sebelum anggaran. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut 
diatas, maka penelitian ini hanya dibatasi penyusunan perencanaan dan 
pelaksanaan RKA-K/L di MIN Surakarta. 
D. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penyusunan perencanaan RKA-K/L di MIN Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017? 
2. Bagaimana pelaksanaan RKA-K/L di MIN Surakarta Tahun Ajaran 
2016/2017? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penyusunan perencanaan RKA-K/L di MIN 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan RKA-K/L di MIN Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis  
a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
pengelolaan keuangan di madrasah.  
b. Sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan 
tentang pelaksanaan dan permasalahan di bidang 
manajemen keuangan di madrasah. 
2. Secara Praktis 
a. Sebagai bahan pijakan atau landasan kepala madrasah dalam 
mengelola keuangan. 
b. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi MIN 
Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan 
manajemen keuangan sekolah di MIN Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Manajemen Keuangan Sekolah  
a. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah 
Manajemen keuangan memiliki dua unsur kata manajemen 
dan keuangan. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal 
kata manus yang berarti tangan dan agete yang berarti melakukan. 
Kata-kata itu di gabung menjadi kata kerja managere yang artinya 
menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 
dalam bentuk kerja to manage, dengan kata beda management, dan 
manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. 
Manajemen menurut Parker ialah seni melaksanakan pekerjaan 
melalui orang-orang (The art of getting thing done throught people) 
(Kompri, 2014:2). 
Terry dan Franklin, dikutip Jejen Musfah (2015:2)  
mengemukakan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari 
aktivitas perencanaan, pengaturan, penggerakan dan pengendalian 
yang dilakukan untuk menentukan dan memenuhi sasaran hasil 
yang diwujudkan dengann penggunaan manusia dan sumber daya 
lainnya. Manajemen terkait dengan kejelasan tujuan atau sasaran 
dan ketetapan sumber daya serta bagaimana proses-proses 
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mewujudkan tujuan ini. Keempat aktivitas ini biasa disingkat 
dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). 
Berdasarkan dari definisi yang telah dipaparkan oleh 
beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 
suatu proses kegiatan yang melibatkan orang lain melalui 
perencanaan, pelaksanaan, penggerakan dan pengawasan agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  
Sedangkan pengertian keuangan sendiri menurut Sagala, 
dikutip Kompri (2014:226) keuangan (finance) adalah seni untuk 
mendapatkan alat pembayaran. 
Menurut Mulyasa dalam Kompri (2014:227) keuangan 
merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung 
menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal 
tersebut menuntut sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan 
mengawasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana 
secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.  
Dalam implementasinya di sekolah, manajemen keuangan 
merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut 
menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. 
Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada 
umumnya, kegiatan manajemen dilakukan melalui proses 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, 
pengawasan atau pengendalian.  
Depdiknas dikutip Mohamad Mustari (2014:163-164) 
bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan 
pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, 
perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan. 
Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan 
sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari 
perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 
pertanggung jawaban keuangan sekolah. Ringkasnya, secara umum 
aktivitas manajemen keuangan adalah:  
1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk 
menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. 
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan 
sumber-sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun 
sumber dana eksternal sekolah. 
3. Aktivitas pengelolaan ativa, yaitu setelah dana di peroleh dan 
dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola 
seefisien mungkin.  
Sedangkan menurut Rohiat (2010:27) bahwa manajemen 
keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan 
dana, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai 
dengan yang direncanakan.  
Berdasarkan dari definisi yang telah dipaparkan oleh 
beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 
keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur 
keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi serta pertanggung jawaban keuangan sekolah sesuai 
dengan yang direncanakan.  
b. Sumber Keuangan Sekolah 
Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003, ada tiga sumber dana pendidikan yaitu: 
1) Pemerintah Pusat 
Adalah dana pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat 
yang didapatkan dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan 
berasal dari hibah (Pasal 11 ayat 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara).  
Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan Bab VI Pengelolaan Dana 
Pendidikan Pasal 61 bahwa seluruh dana pendidikan pemerintah 
dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemerintah.  
2) Pemerintah Daerah  
Adalah dana pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah 
yang didapatkan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan 
lain-lain pendapatan yang sah (Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003). 
3)  Dana dari Masyarakat 
Dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 yang dimaksud dengan masyarakat meliputi: 
a) Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan 
masyarakat; 
b) Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; 
c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan b yang 
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 
Adapun menurut Nanang Fatah (2012:43) sumber-sumber 
keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, swasta, dunia usaha dan alumni. 
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
sumber keuangan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antar 
pemerintah, orang tua dan masyarakat.  
c. Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa 
pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, 
transparansi dan akuntabilitas publik. 
Selain prinsip-prinsip tersebut diatas, manajemen keuangan sekolah 
perlu memperhatikan sejumlah asas-asas pengelolaan keuangan secara umum. 
Dalam organisasi pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan 
sekolah. Adapun asas pengelolaan keuangan sekolah dapat diuraikan sebagai 
berikut: “Keuangan sekolah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 
masyarakat. 
Menurut Aminuddin, (2016:27;30) menyatakan bahwa pengelolaan 
dana pendidikan berdasarkan prinsip dikelola dengan baik, motivasi dan 
semangat yang benar, serta pelaksanaannya tidak menyimpang dari berbagai 
ketentuan dan cara-cara yang telah ada. Hal tersebut didukung dengan firman 
Allah SWT dalam Al Qur’an surah Al-Mulk; 2, yang mengupas tentang 
amalan atau perbuatan seseorang dihadapan Allah SWT: 
   
  
    
  
     
Artinya: yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun (Q.S. Al-Mulk: 2). 
Allah SWT menguji manusia dalam bentuk memberikan pahala bagi 
orang yang amalannya baik dan tidak memberi pahala bagi yang amalannya 
jelek. Amalan seseorang dikatakan baik jika dikerjakan sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Sebagaimana seperti syarat diterimanya ibadah adalah 
dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan bagaimana nabi mengerjakan. 
Begitu juga dengan seseorang yang sedang menjalankan suatu 
pekerjaan. Manakala dikelola dengan baik ia akan mendapatkan manfaat dari 
apa yang dikerjakan, dan sebaliknya tidak akan mendapat apa-apa jika 
pekerjaan tersebut tidak dikelola dengan baik, Pekerjaan yang dilakukan 
dengan baik sudah barang tentu didasari oleh motivasi dan semangat yang 
benar, dan pelaksanaannya dilakukan dengan tidak menyimpang dari berbagai 
ketentuan dan cara-cara yang telah ada. 
Berdasarkan dari prinsip manajemen keuangan sekolah yang telah 
dipaparkan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa keuangan 
sekolah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
ekonomis, transparansi, akuntabilitas publik, efektif dan efisien. 
d. Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah 
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan 
kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan 
secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program 
sekolah secara efektif dan efisien. Menurut Mohamad Mustari (2014:167-
168) terdapat fungsi-fungsi dari manajemen keuangan yang perlu dijalankan. 
Fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut: 
1) Perencanaan keuangan adalah membuat rencana pemasukan dan 
pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.  
Kepala sekolah harus memikirkan dan merencanakan kegiatan apa 
saja yang akan dilakukan di waktu mendatang, kemudian 
merencanakan langkah-langkah operasional yang mungkin dilakukan 
sesuai dengan sumber dana dan daya yang tersedia. Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam Al Qur’an surah Yusuf: 47-49 yang 
berbunyi: 
   
   
   
   
      
    
    
    
      
    
   
  
     
Artinya: 
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 
sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu 
biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, 
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya 
(tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia 
diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." 
Al Qur’an secara eksplisit mencatat contoh pelaksanaan konsep 
perencanaan dalam surah Yusuf (12) 47-49, Allah SWT mengisahkan 
bagaimana Nabi Yusuf, a.s menyampaikan ide perencanaan manajemen 
pangan jangka panjang atau sekitar 15 tahun dalam mengantisipasi datangnya 
masa paceklik. Jelas sudah indikasi yang diberikan Al Qur’an terhadap 
pentingnya sebuah perencanaan dalam segala akivitas kehidupan manusia 
(Imron Fauzi., 2012:91-92). 
2) Penganggaran keuangan adalah tindak lanjut dari perencanaan 
keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. 
3) Pengelolaan keuangan adalah menggunakan dana sekolah untuk 
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. 
4) Pencarian keuangan adalah mencari dan mengeksploitasi sumber dana 
yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. 
5) Penyimpanan keuangan adalah mengumpulkan dana sekolah serta 
menyimpan dan mengamankan dana tersebut. 
6) Pengendalian keuangan adalah melakukan evaluasi serta perbaikan 
atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. 
7) Pemeriksaan keuangan adalah melakukan audit internal atas keuangan 
sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. 
8) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan 
sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. 
Adapun menurut Syaiful Sagala (2010:56) fungsi manajemen 
keuangan sekolah berfokus pada memfungsikan dan mengoptimalkan 
kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah 
berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memfungsikan masyarakat 
untuk berpartisipasi mengelola sekolah. 
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
manajemen keuangan sekolah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
penyelenggaraan pembukuan, penyampaian laporan dan pengawasan dalam 
pelaksanaan keuangan sekolah. 
e. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah 
Menurut Aminuddin (2016:135) tujuan manajemen keuangan sekolah 
tidak lepas dari menciptakan berbagai bentuk layanan yang berkaitan dengan 
biaya pendidikan kepada masyarakat dengan baik dalam rangka efektifitas 
dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. 
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan 
kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan 
secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program 
sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan 
adalah: 
1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keunagan sekolah. 
2) Meningktakan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 
3) Meminimalkan penyalagunaan anggaran sekolah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala 
sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan 
yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta 
memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
Disinilah, maka pihak sekolah mesti melakukan tugasnya untuk memastikan 
target-target manajemen keuangan, seperti: 
a) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian 
sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan 
kembali. 
b) Memelihara barang-barang (aset) sekolah. 
c) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, 
pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan 
(Mohamad Mustari, 2014:167-168). 
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 
adanya manajemen keuangan sekolah adalah mengoptimalkan anggaran yang 
didapat oleh sekolah tersebut sehingga dalam pelaksanaan pendidikannya 
dapat terlaksana secara efektif dan efisien. 
f. Proses Manajemen Keuangan Sekolah 
Komponen keuangan pada tingkat satuan pendidikan merupakan 
komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses 
belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata 
lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik disadari 
maupun tidak. Komponen keuangan perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana 
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan 
pendidikan. Pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses 
merencanakan aloksi secara teliti dan penuh perhitungan serta mengawasi 
pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya capital, disertai 
bukti-bukti secara administrative dan fisik (material) sesuai dengan dana yang 
dikeluarkan (Mulyono, 2010:153-154). 
Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu: financial 
planning, implementation, dan evaluation. Jones mengemukakan financial 
planning is called budgetting merupakan kegiatan mengkoordinasi semua 
sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara 
sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan. Implementation 
involves accounting atau pelaksanaan anggaran ialah kegiatan berdasarkan 
rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila 
diperlukan. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran 
(Mulyono, 2010:161). 
Dalam organisasi pendidikan, menurut Fatah Syukur, (2002:113) 
pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan 
sekolah. 
a) Perencanaan Keuangan Madrasah 
Ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan 
pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan 
menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu 
tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu 
rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan (Mulyasa, 
2007:173). 
Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan Bab VI Pengelolaan Dana Pendidikan Bagian 
Kedua Pasal 67 ayat 1 tentang Perencanaan bahwa rencana tahunan 
penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah dituangkan 
dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Menteri Keuangan Pasal 1 Nomor 7 bahwa Pengertian 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang 
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan 
Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran 
Kementerian/Lembaga. 
Kamaroesid (2013: 167) mengemukakan bahwa RKA-K/L merupakan 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan 
suatu K/L sebagai penjabaran dari Renja K/L beserta anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakannya pada tahun yang direncanakan.  
Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari 
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  
Berdasarkan dari definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli 
maka dapat disimpulkan bahwa RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan 
dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang diperlukan untuk 
melaksanakannya pada tahun berikutnya yang disusun menurut bagian 
anggaran Kementerian/Lembaga. 
Peraturan Menteri Agama Replubik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama  bahwa 
dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan 
Negara pada Kementerian Agama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja, perlu menetapkan ketentuan mengenai kelengkapan, 
pengangkatan, kewenangan, dan tugas Pejabat Perbendaharaan Negara. 
Kelengkapan Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama 
meliputi:  
(1) Pengguna Anggara (PA) 
Menteri Agama selaku penyelenggara urusan pemerintahan di 
bidang agama bertindak sebagai PA atas anggaran yang menjadi 
tanggung jawabnya.  
(2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
Menteri Agama selaku PA berwenang menunjuk kepala Satker 
yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan 
sebagai KPA sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang berada dalam 
penguasaannya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
dan Kabupaten/Kota menjadi KPA pada masing-masing DIPA. 
(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
(4) PPK memiliki tugas dan wewenang yaitu menyusun rencana 
pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA. 
PPK juga mengusulkan revisi DIPA kepada KPA. 
(5) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 
(6) PPSPM melakukan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas 
tagihan dan menerbitkan SPM. 
(7) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran (BPP) 
(8) BPP mempunyai tugas menerima dan menyimpan uang pendapatan 
negara. 
Kementerian Negara/Lembaga menyusun RKA-K/L berpedoman 
kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan isi dan susunan sebagai 
berikut: 
(a) RKA-K/L terdiri dari rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga dan 
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. 
(b) Di dalam rencana kerja tersebut diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan 
program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan. 
(c) Di dalam rencana kerja tersebut dialokasikan anggaran yang 
diperlukan dan diuraikan biaya untuk masing-masing program dan 
kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci 
menurut jenis pekerjaan, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta 
sumber dan sasaran pendapatan Kementerian Negara/Lembaga yang 
bersangkutan. 
(d) RKA-K/L meliputi seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan 
Kementerian Negara/Lembaga. 
b) Pelaksanaan Keuangan Madrasah 
Dalam garis besarnya dapat dikelompokkan dalam kegiatan, yakni 
penerimaan dan pengeluaran. 
(1) Penerimaan  
Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam 
melaksanakan tugasnya menerima dana dari beberapa sumber. 
Prosedur penerimaan keuangan madrasah di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan nampaknya menganut pola panduan 
antara pengaturan pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini ada 
beberapa anggaran yang telah ditetapkan pemerintah yang intinya 
pihak madrasah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan 
dan madrasah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro 
kelembagaan. 
(2) Pengeluaran 
Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan 
secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam 
pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang 
telah disesuaikan dengan perencanaan keuangan pendidikan di 
madrasah. Pengeluaran madrasah berhubungan dengan beberapa 
sumber dari proses madrasah seperti pendidik, tenaga kependidikan, 
bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. 
Semua pengeluaran uang tidak lebih dari anggaran yang telah 
ditetapkan. Penggunaan uang tidak dapat dilakukan oleh sembarangan 
orang dan semuanya melalui proses yang telah ditentukan, sebaliknya 
menurut Hendyat Soetopo dalam Fatah Syukur (2002:120), mengikuti 
petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan: 
(a) Orang yang memegang kas tidak sekaligus memegang 
pembukuan. 
(b) Setelah uang dierima harus dibukukan dan ditulis sesuai 
dengan mata anggaran masing-masing. 
(c) Penggunaan uang tersebut harus ada bukti berupa kwitansi atau 
bukti lainya yang sah. 
(d) Semua pengeluaran harus dibukukan. 
(e) Bukti pengeluaran harus diberi nomor, tanggal dan harus 
diketahui oleh kepala sekolah. 
(f) Tiap halaman buku harus diberi paraf dari pemegang buku kas 
itu. 
Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Pendidikan Bab VI Pengelolaan Dana Pendidikan Bagian 
Ketiga Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Pendidikan Pasal 68 ayat 
1, Pasal 69  ayat 1, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72  bahwa seluruh dana 
pendidikan pemerintah dikelola sesuai dengan sistem anggaran pemerintah. 
Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh 
pemerintah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Realisasi penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah 
dilaksanakan sesuai dengan anggaran pemerintah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan 
pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku 
bagi instansi pemerintah. 
c) Evaluasi dan Pertanggung jawaban  
Evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dicapai 
harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah dtetapkan. Pertanggung 
jawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud 
sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan akan 
sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut penerimaan, penyimpanan, 
pembayaran, penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. 
Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan madrasah dapat 
diidentifikasi kedalam tiga hal: 
(1) Pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana 
Pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan 
dalam manajemen keuangan madrasah, dalam hal ini kepala madrsah 
perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan 
anggaran belanja yang telah ditetapkan, sedangkan pengawasan dari 
pihak berwenang melalui pemeriksaan uang yang dilaksanakan oleh 
instansi vertikal seperti tugas rutinitas atas dasar kewenangan 
pengawasan pembiayaan yang masuk akan diserap yang masuk dan 
diserap di madrasah. 
(2) Pertanggung jawaban dana pendidikan tingkat madrasah 
Hal ini dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan 
triwulan kepada: 
(a) Kepala Kanwil Kementerian Agama 
(b) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Setempat 
(c) Kepala Departemen Agama Setempat 
(3) Keterlibatan pengawasan pihak eksternal madrasah 
Hal ini dilaksanakan oleh petugas dari Baswada dan 
Kementerian Agama baik dari yang bersumber dari pemerintah 
maupun dana dari masyarakat dilakukan secara rutin setiap satu tahun 
sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan madrasah. 
Semua keuangan yang masuk maupun keluar harus diperinci secara 
medetail. Dalam laporan pertanggung jawaban harus dilampiri juga bukti-
bukti pengeluaran baik berupa kwitansi maupun bon pembelian secara 
lengkap dan jelas. 
g. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran 
Menurut Nanang Fatah, (2009:49-50) anggaran harus disusun 
berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam 
sistem manajemen dan organisasi. 
2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan 
anggaran. 
3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 
4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang 
paling bawah. 
Sedangkan menurut Gunawan dan Marwan Asri (1990:7) di dalam 
penyusunan anggaran perlu diperhatikan beberapa syarat yakni anggaran 
tersebut harus realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku 
pesimis, luwes artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk 
disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinyu 
artinya membutuhkan perhatian secara terus-menerus. 
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip 
penganggaran haruslah adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab 
yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi, sistem akuntansi yang 
memadai, penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi, dukungan 
dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah dan 
memberikan penjelasan dengan realistis serta memperkirakan penelitian 
berapa penerimaan sehingga memberikan gambaran untuk masa yang akan 
datang sehingga tepat sasaran.  
h. Prosedur Penyusunan Anggaran 
Menurut Nanang Fatah, (2009:50) persoalan penting dalam 
penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, 
mengalokasikan dana tepat, sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya 
dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang 
sistematik. Tahapan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 
1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama 
periode anggaran. 
2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, 
dan barang. 
3) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada 
dasarnya merupakan pernyataan finansial. 
4) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui 
dan dipergunakan oleh instansi tertentu. 
5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak 
yang berwenang. 
6) Melakukan revisi usulan anggaran. 
7) Persetujuan revisi usulan anggaran. 
8) Pengesahan anggaran. 
Sedangkan menurut Lipham dikutip Mulyono (2010:162-163) dalam 
kaitannya dengan proses penyusunan anggaran terdapat empat fase kegiatan 
pokok sebagai berikut: 
a) Merencanakan Anggaran 
Kegiatan mengidentifikasi tujuan, menetukan prioritas, 
menyebarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat 
diukur menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost 
effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan mencapai 
sarana. 
b) Mempersiapkan Anggaran  
Antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme 
anggaran yang berlaku, bentuknya distribusi dan sasaran program 
pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi 
kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia.  
c) Mengelola Pelaksanaan Anggaran 
Antara lain mempersiapkan pembukuan, melakukan 
pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, 
mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, 
serta membuat laporan dan petanggung jawaban keuangan. 
d) Menilai Pelaksanaan Anggaran 
Antara lain menilai pelaksanaan proses belajar-mengajar, 
menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat 
rekomendasi untuk perbaikan anggran yang akan datang.  
Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses 
penyusunan anggaran terdiri dari merencanakan, mempersiapkan, mengelola 
dan menilai pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan anggaran memerlukan 
data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebuthan untuk 
masa yang akan datang dapat diatasi dalam rencana anggaran.  
i. Bentuk-Bentuk Desain Penganggaran 
Menurut Nanang Fatah (2009:154) Ada tiga macam pendekatan 
tentang penyusunan anggaran belanja yang bisa dipergunakan di sekolah: 
1) Comparative Approach 
a) Melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan 
dengan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun 
anggaran berikutnya. 
b) Dalam keputusan anggaran belanja ini didasarkan pada 
peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang 
lain. 
2) Function Approach 
a) Proses anggaran dimulai dari tujuan sekolah. 
b) Termasuk ke dalam pendekatan ini adalah elemen-elemen 
yang terkandung dalam pendekatan comparative dan PPBES. 
3) The Planning Programming Budgeting System Approach 
a) Menjabarkan tujuan ke dalam program-program ke dalam 
sarana-sarana khusus yang akan dicapai. 
b) Menjabarkan ke dalam berbagai alat alternatif untuk mencapai. 
c) Menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif. 
d) Menjabarkan biaya pelaksanaan dan evaluasi masing-masing 
program. 
Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. 
Pada anggaran biaya per butir dihitung berdasarkan jenis butir (item) yang 
akan dibeli, sedangkan pada anggaran biaya dihitung berdasarkan jenis 
program.  
B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 
1. Suryo Andikususmo, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 
judul “Manjemen keuangan sekolah (studi kasus di SDIT Luqman 
Al-Hakim Surakarta tahun lelajaran 2010/2012)”. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa proses penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dibuat pada awal tahun 
pelajaran dengan melibatkan kepala sekolah, bendara dan para guru. 
Dalam pembuatannya didasarkan pada prinsip efektif, efisian dan 
ketersediaan dana. Akan tetapi dalam penyusunan RAPBS, kepala 
sekolah belum membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk 
melakukan identifikasi biaya, mengklarifikasi dan melakukan 
penghitungan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Sekolah (APBS) dilakukan oleh bendahara. Kegiatan 
pelaksanaan keuangan disesuaikan dengan pendapatan yang 
diperoleh lembaga. Sumber pendapatan keuangan diperoleh dari dana 
komite, pemerintah dan usaha yang  dimiliki yayasan. Alokasi 
pengeluaran mencakup belanja pegawai, belanja barang, biaya 
pemeliharaan perawatan dan belanja lain-lain. Dalam 
pelaksanaannya, sekolah belum menunjuk bendahara lain untuk 
mengelola uang dari masyarakat. Pengawasan APBS dilakukan 
secara  intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh kepala 
sekolah, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan belum dimulai 
dari proses keputusan pengeluaran anggaran, pembelanjaan, 
perhitungan dan penyimpanan  barang. Evaluasi APBS dilaksanakan 
pada akhir tahun pelajaran. Bendahara sekolah membuat laporan 
pertanggung jawaban (LPJ) dalam bentuk jurnal kas APBS. Dalam 
evaluasi, kepala sekolah juga belum menghadirkan pihak pengawas 
eksternal sekolah. 
2. Sri Suratno, IAIN Surakarta Tahun 2008 dengan judul “Manajemen 
pembiayaan pendidikan studi kasus di TK Islam Unggulan Bazra 
Sragen”. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen 
pembiayaan yang diterapkan di TK Islam Unggulan Bazra dengan 
subsidi silang termasuk efektif dan efisien sesuai dengan tugas 
manajemen pembiayaan yaitu segi perencanaan dilakukan dengan 
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 
(RAPBS) serta di dalam pelaksanaan pengelolaan pembiayaan 
menggunakan prinsip manajemen pembiayaan yaitu menggunakan 
secara hemat sesuai kebtuhan dan tidak mewah serta hemat.  
Mencermati hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
penelitian oleh Suryo Andikusumo dan Sri Suratno terdapat kesamaan 
dalam membahas manajemen keuangan, sedangkan lokasi kedua penelitian 
tersebut berbeda. Suryo Andikusumo di SDIT Luman Al-Hakim, sedangkan 
Sri Suratno di TK Islam Unggulan Bazra Sragen. Sehingga skripsi yang 
berjudul “Manajemen keuangan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Surakarta tahun ajaran 2016/2017” masih layak untuk diteliti, karena 
yang diteliti adalah MIN Surakarta di fokuskan pada perencanaan dan 
pelaksanaaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 
di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Surakarta. 
C. Kerangka Berpikir 
Pendidikan merupakan suatu alat untuk mengembangkan akhlak, 
keterampilan dan pengetahuan anak dan pemuda di sekolah atau di rumah, 
agar hidup mereka bahagia dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa.  
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan 
pendidikan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen 
pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-
baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
tercapainya tujuan pendidikan.  
Peran pemerintah dalam membantu penyelenggaraan pendidikan 
tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) bahwa, 
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 
puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.  
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata 
“Anggaran”. Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah 
yakni RAPBN (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dan 
RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Setiap 
organisasi tentu memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. 
Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk 
merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan 
pimpinan tiap-tiap unit organisasi.  
Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 
Sekolah (RAPBS) di lingkungan Kementerian Agama memadukan antara 
pengaturan pemerintah pusat dan sekolah. Dalam hal ini ada beberapa 
anggaran yang lebih ditetapkan oleh pengaturan pemerintah dimana pihak 
sekolah tidak dapat mengubah petunjuk penggunaan atau pengeluaran. 
Sekolah hanya bertindak sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat mikro 
kelembagaan. 
Dalam penyusunan anggaran sekolah pemerintah pusat telah 
membuat kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L) mulai berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2004 
dan sejak tahun anggaran 2005 telah mulai diterapkan pelaksanaannya untuk 
menyusun konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penyusunan 
anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA-K/L 
berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Di dalam rencana 
kerja tersebut dialokasikan anggaran yang diperlukan dan diuraikan biaya 
untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang 
direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk 
tahun berikutya.  
Penggunaan anggaran harus benar-benar sesuai dengan yang 
direncanakan. Penggunaan anggaran harus seefisien mungkin dan hindari 
terjadinya kecurigaan penaikan harga, pembelian atau pengadaan barang. 
Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang, sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Pemasukan dan pengeluaran uang harus 
tercatat secara tertib dan disertai bukti-bukti tertulis, sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Sistem pengangaran harus dipahami secara baik dan benar 
oleh pemangku kepentingan agar dapat dihasilkan yang kredibel dan dapat 
dipertanggung jawabkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati (Bogdan dan Taylor dalan Lexy Moleong, 2001:3).  
B. Setting Penelitian  
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
(MIN) Surakarta dengan alasan karena lembaga ini dalam menyusun 
perencanaan dan pelaksanaan keuangan dituangkan dalam bentuk 
RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) 
yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga 
untuk periode 1 tahun. 
2. Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan pada mulai observasi dan wawancara 
bulan November 2016 sampai Juni 2017 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam 
penelitian ini maka dibutuhkan subyek dan informan. Adapun Subyek 
dalam penelitian ini adalah Kepala MIN Surakarta. Sedangkan informan 
penelitian ini diantaranya adalah Bendahara, Administrasi dan Wakil setiap 
bidang di MIN Surakarta. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan data yang sesuai dan dapat menunjang 
keberhasilan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 
pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 
kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 
2012:220). 
Penelitin ini dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk 
memperoleh data yang diperlukan dengan observasi yaitu melakukan 
pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 
dengan dekat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 
2. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian 
atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan 
sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interview) melalui 
komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 
merupakan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan 
sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang 
sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 
2014:372). 
Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 
yang berkaitan tentang manajemen keuangan, yang berkaitan dengan 
perencanaan dan pelaksanaan RKA-K/L MIN Surakarta. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 
yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 
seseorang (Sugiyono dalam Imam Gunawan, 2014:176). Dokumen 
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika 
didukung oleh dokumen.  
Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 
yang berkaitan dengan dokumen profil lembaga dan manajemen 
keuangan yang berupa Metode dokumentasi ini digunakan untuk 
memperoleh data yang berkaitan dengan dokumen profil lembaga 
dan manajemen keuangan yang berupa rincian kertas kerja satker, 
surat perintah bayar, kuitansi atau bukti pembayaran dan 
pembukuan.  
E. Teknik Keabsahan Data 
Keabsahan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian, maka 
untuk menetapkan kebasahan data diperlukan teknik pemerikasaan. 
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 
triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah memanfaatkan 
pengunaan sumber dan metode. Patton (1987) mengemukakan Triangulasi 
dengan sumber berarti membandingkan data mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperolehnya melalui waktu dan alat yang 
berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan;  
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 
apa yang dikatakannya secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 
pemerintahan. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan (lexy moleong, 2001:178). 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga 
diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 
Melalui serangkaian aktivitas tesebut, data kualitatif yang biasanya 
berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa 
dipahami dengan mudah (Imam Gunawan , 2014:209). 
Miles & Huberman dalam Imam Gunawan, (2014:210-211) 
mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 
penelitian kualitatif, yaitu: (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan 
data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 
drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan 
dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan 
tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Adapun 
penjelasan masing-masing tahapan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 
hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari 
tema dan polanya (Sugiyono dalam Imam Gunawan, 2014:211). 
Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 
dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan 
yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka 
hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitan kualitatif 
bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola 
dan data yang tampak.  
2. Paparan Data 
Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 
tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih 
meningkatkan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis kajian 
data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang 
didukung dengan mariks jaringan kerja.  
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang 
menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan 
disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan 
berpedoman pada kajian penelitian.  
Penjelasan hubungan antara dua variabel tersebut akan lebih 
jelas dengan bagan sebagai berikut: 
Gambar 1.1 Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Letak Geografis 
1) Nama Sekolah  
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Surakarta. 
2) Alamat Sekolah 
Jalan Bone Timur II No. 32, Banyuanyar, Banjarsari, 
Surakarta. Telp.(0271) 731236 (Dokumentasi 06 April 2017). 
b. Visi dan Misi 
1) Visi 
Menjadikan Insan yang Beriman, Bertaqwa, 
Berprestasi, dan Berbudaya. 
2) Misi 
a) Menjalankan nilai-nilai agama dan berakhlak karimah 
dalam kehidupan sehari-hari. 
b) Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, 
efektif, dan menyenangkan sesuai perkembangan 
potensi keilmuan peserta didik. 
c) Menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh 
warga madrasah. 
d) Membimbing dan mengembangkan bakat serta minat 
peserta didik. 
e) Terlaksananya program dan ekstrakurikuler untuk 
menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan 
bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. 
f) Menerapkan manajemen berbasis madrasah yang 
partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah. 
g) Mengembangkan hasil karya yang dimiliki peserta 
didik. 
h) Meningkatkan kesadaran untuk memelihara lingkungan 
(Dokumentasi 06 April 2017). 
c. Tujuan  
1) Tujuan Umum 
a) Meletakkan dasar akhlaqul karimah, kecerdasan, 
pengetahuan, kepribadian serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
2) Tujuan Khusus 
a) Meningkatkan perilaku peserta didik yang berakhlaqul 
karimah, beriman menuju ketaqwaan. 
b) Meningkatkan prestasi lulusan peserta didik yang siap 
mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
c) Meraih prestasi dalam berbagai lomba dari tingkat 
kecamatan, kota, dan provinsi. 
d) Meningkatkan keterampilan karya peserta didik. 
e) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan 
madrasah (Dokumentasi 06 April 2017). 
d. Struktur Organisasi MIN Surakarta  
Untuk pelaksanaan kegiatan dalam usaha mensukseskan 
pendidikan formal suatu sekolah perlu memiliki struktur organisasi 
yang baik, yaitu suatu badan yang mengatur segala urusan untuk 
mencapai tujuan.  
Sedangkan struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan 
perwujudan pola hubungan yang diantara fungsi, tugas dan wewenang 
serta tanggung jawab yang berbeda. Adapun struktur organisasi di MIN 
Surakarta adalah sebagai berikut (Dokumentasi 06 April 2017) : 
Tabel 1.1 Struktur Organisasi MIN Surakarta 
Kepala Madrasah    
 
: Dra.Anik Ustadah, M.Pd.I 
Wakil Kepala Madrasah   
 
: Ahmad Mudhakir, S.Ag 
Komite Madrasah   : H. Suyatno Bahtiar, S.Ag 
Bendahara    : Rini Yuliyanti, S.Ag 
Bagian Administrasi  
: 
1. Musriati Dewi Utami, 
S.Pd  
2. Muhammad Arrozi, S.EI 
Pengolah Data  
: 
Andi Budi Nuswantoro, 
A.Md 
Wakil Kepala Bidang I 
Pengembangan Pendidikan 
: 
Endah Sri Mulyani, S.Pd 
Wakil Kepala Bidang II 
Kesiswaan 
: 
Nur Rosyidah, S.Pd.I 
e. Guru dan Karyawan 
Pada Tahun 2016/2017 MIN Surakarta memiliki tenaga pendidik 
dan kependidikan sebanyak 27 orang dengan rincian 13 guru laki-laki 
dan 14 guru perempuan. Berstatus PNS sebanyak 18 dan 19 orang 
berstatus non-PNS. Dari sekian guru ada 24 guru yang berijazah S1 dan 
1 guru berijasah S2 yang bernama Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I 
(Dokumentasi 06 April 2017, Lampiran 4). 
f. Daftar Siswa Tahun Ajaran 2016/2017 
Jumlah siswa keseluruhan MIN Surakarta selama 3 tahun 
mengalami pasang surut. Pada tahun ajaran 2014/2015 terdapat 403 
siswa, sedangkan tahun ajaran 2015/2016 mengalami kenaikan yaitu 
terdapat 444 siswa, namun tahun ajaran 2016/2017 mengalami sedikit 
penurunan yaitu terdapat 441 siswa (Dokumentasi 06 April 2017, 
Lampiran 5). 
2. Manajemen Keuangan di MIN Surakarta 
a. Perencanaan RKA-KL di MIN Surakarta 
Untuk mengetahui gambaran umum proses perencanaan 
keuangan di MIN Surakarta peneliti melakukan wawancara dengan 
berbagai pihak yang terkait dan mengumpulkan dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan 
wawancara dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I. selaku Kepala 
Madrasah, terkait dengan perencanaan keuangan sekolah. Beliau 
menjelaskan perencanaan keuangan sekolah merupakan langkah awal 
dalam mengidentifikasi segala kebutuhan madrasah. Perencanaan 
menentukan untuk apa, dimana, kapan, berapa lama, dan bagaimana 
cara melaksanakannya (Wawancara dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, 
M.Pd.I., 27 Maret 2017).  
Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 
selaku Bendahara Pengeluaran beliau menjelaskan bahwa perencanaan 
ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan 
pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan 
menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai 
suatu tujuan berhubungan dengan anggaran, sebagai penjabaran suatu 
rencana ke dalam program/kegiatan (Wawancara dengan Ibu Rini 
Yulianti, S.Ag., 28 Maret 2017).  
MIN Surakarta merupakan satuan kerja (Satker) dibawah 
naungan Kementerian Agama (Kemenag) Surakarta. Oleh karena itu 
dalam struktur kelembagaan MIN Surakarta memiliki pejabat 
perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pejabat 
perbendaharaan memiliki peran penting dalam penyusunan anggaran 
madrasah. Pejabat perbendaharaan ialah para pengelola keuangan di 
satuan kerja (Satker) yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara 
Pengeluaran. PPK adalah salah satu pihak yang ditunjuk oleh KPA 
yang melakukan perjanjian tertulis (kontrak) dengan penyedia 
barang/jasa. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk oleh PPK yang secara fungsional bertanggung jawab atas 
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya (Wawancara 
dengan Ibu Drs. Anik Ustadah, M.Pd.I., 27 Maret 2017).  
Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 
selaku Bendahara Pengeluaran yakni yang bertugas menjadi KPA di 
MIN Surakarta ialah Kemenag (Kementerian Agama) Surakarta, yang 
ditugaskan menjadi PPK ialah Kepala Madrasah Ibu Dra. Anik 
Ustadzah, M.Pd.I., dan Bendahara Pengeluaran ditugaskan kepada 
bendahara yang sudah ditunjuk yaitu Ibu Rini Yulianti, S.Ag 
(Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 28 Maret 2017). 
Pada proses perencanaan dilakukan beberapa tahap, hal ini 
dilakukan agar segala bentuk perencanaan yang dibuat sesuai dengan 
kebutuhan masa yang akan datang. Tahapan tersebut ialah dimulai 
dengan menganalisa kebutuhan yang diperlukan serta kegiatan yang 
akan dilaksanakan dan melakukan penyusunan anggaran dalam waktu 
satu tahun anggaran (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 28 
Maret 2017).  
Penjelasan tersebut juga dikuatkan oleh Ibu Drs. Anik Ustadah, 
M.Pd.I., selaku Kepala Madrasah, beliau menjelaskan bahwa proses 
perencanaan tertuang pada rencana kerja tahunan untuk satu tahun 
direncanakan kegiatan-kegiatan atau program apa yang akan 
direalisasikan selama satu tahun. Proses perencanaan ini dilaksanakan 
dalam bentuk raker (rapat kerja) tahunan. Dalam proses perencanaan 
menggunakan sistem bottom up, yaitu usulan dari guru-guru 
dikumpulkan yang kemudian akan diramu dan dipertimbangkan oleh 
wakil-wakil bidang yang bersangkutan dan dijadikan satu menjadi 
rumusan perencanaan madrasah (Wawancara dengan Ibu Dra. Anik 
Ustadah, M.Pd.I., 27 Maret 2017). 
Perencanaan membahas seluruh kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama setahun. Kegiatan yang diajukan seluruhnya 
diperuntukkan bagi kemajuan lembaga dan siswa. Seluruh ajuan-ajuan 
kegiatan dari peserta raker dilakukan pembahasan dengan 
mempertimbangkan prioritas kegiatan yang menjadi kebutuhan 
madrasah. 
Sumber dana MIN Surakarta pada tahun ajaran 2016/2017 terdiri 
dari 3 sumber dana, yaitu (a) Dana pendapatan rutin yang terdiri dari 
gaji rutin dan tunjangan profesi guru, (b) Bantuan dari pemerintah yaitu 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan BPMKS (bantuan pendidikan 
masyarakat kota surakarta) (Dokumentasi, 06 April 2017). 
Dalam proses perencanaan melibatkan seluruh stakeholder yang 
ada mulai dari guru-guru, karyawan, komite madrasah, pimpinan-
pimpinan madrasah, bendahara dan wakil-wakil bidang madrasah. 
Waktu perencanaan ini dilakukan saat awal tahun anggaran belum 
dimulai. Misalnya perencanaan pada tahun 2017 sudah dilakukan pada 
tahun sebelumnya yaitu 2016 pada bulan April-Mei. Sehingga 
persiapan dilakukan secara terencana dan matang (Wawancara dengan 
Ibu Musriati Dewi Utami, S.Pd., 29 Maret 2017). 
Proses penyusunan anggaran dimulai dengan membuat 
DIPA/pagu sementara oleh PPK, Bendahara dan tim pengembang atau 
penyusunan anggaran yang ditunjuk oleh PPK. Proses penyusunan 
dilakukan menunggu instruksi dari Kementerian Agama. Dari 
kementerian untuk penyusunan pagu (nilai rupiah yang tertera di DIPA) 
melalui Kanwil (Kantor Wilayah) biasanya mulai dilaksanakan pada 
bulan April untuk rencana di tahun anggaran yang akan berjalan sesuai 
dengan penuturan bendahara (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, 
S.Ag, 28 Maret 2017). 
Proses perencanaan tersebut kemudian tertuang dalam bentuk 
DIPA sementara yang menghasilkan RKA-K/L (Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk Operasional 
Kegiatan). 
Penyusunan anggaran dilakukan secara akurat, tepat, dan teliti. 
Jumlah uang yang dicantumkan adalah jumlah perkiraan yang akan 
direalisasikan pada saat peaksanaan kegiatan. Jumlah diupayakan 
mendekati angka yang sebenarnya temasuk pajak-pajak yang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan anggaran ini berangkat 
dari rencana kegiatan yang tertuang dalam DIPA sementara. 
Penyusunan harus menggunakan prinsip efisien dan tepat guna. DIPA 
sementara ini berisi RKA-K/L dan POK. RKA-K/L berisi mengenai 
rencana-rencana kegaitan selama satu tahun anggaran dan kebutuhan 
anggaran yang diperlukan. RKA-K/L ini berbentuk format aplikasi 
yang dibuat oleh Kementerian Keuangan (Wawancara dengan Ibu Rini 
Yulianti, S.Ag., 28 Maret 2017).  
Hal tersebut juga dikuatkan oleh administrasi bahwa Satker 
sebagai pelaksana menggunakan aplikasi ini dalam proses 
keuangannya. Dalam aplikasi RKA-K/L memuat beberapa akun yang 
digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA. Akun tersebut sudah 
tertera dalam aplikasi RKA-KL sehingga bendahara selaku pelaksana 
tinggal menginput kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan 
akun yang sudah tertera (Wawancara dengan Ibu Musriati Dewi Utami, 
S. Pd 28 Maret 2017).  
Penjelasan tersebut juga dikuatkan dengan dokumentasi RKA-
K/L bahwa RKA-K/L berisi mengenai rencana-rencana kegaitan selama 
satu tahun anggaran dan kebutuhan anggaran yang diperlukan. MIN 
Surakarta sebagai pelaksana menggunakan aplikasi ini dalam proses 
keuangannya. Dalam aplikasi RKA-K/L memuat beberapa akun yang 
digunakan sebagai pedoman pengisian DIPA. Akun tersebut sudah 
tertera dalam aplikasi RKA-KL sehingga bendahara selaku pelaksana 
tinggal menginput kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai dengan 
akun yang sudah tertera (Dokumentasi, 06 April 2017, Lampiran 6). 
POK atau yang disebut dengan lembar kerja memuat rincian-
rincian dari suatu kegiatan yang disusun lebih jelas dengan sangat 
mendetail. POK berisi uraian kegiatan, dan biaya yang dibutuhkan. 
POK sama halnya dengan RKA-K/L bentuknya juga berupa aplikasi. 
Dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan, POK lebih sering digunakan 
sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam petunjuk 
pelaksanaan kegiatan, POK lebih sering digunakan karena untuk 
meminimalisir kesalahannya lebih kecil. Hal ini sesuai dengan 
penuturan bendahara yang ditugaskan dalam mengelola aplikasi 
tersebut (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 28 Maret 2017).  
Setelah DIPA sementara telah terbentuk dan disepakati bersama 
maka proses selanjutnya, DIPA sementara tersebut dilakukan 
pengkajian oleh Kementerian Agama apabila sesuai maka tahap 
selanjutnya diajukan untuk dibahas ke Kementerian Keuangan jika 
sudah disetujui barulah keluar DIPA untuk Satker, penyetujuan DIPA 
dilakukan oleh Dirjen Anggaran. DIPA tersebut boleh dikelola oleh 
lembaga/Satker, penggunaannya tidak boleh melebihi ketentuan yang 
sudah ditetapkan (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 28 
Maret 2017).  
Dalam proses penyusunan RKA-K/L ini dilakukan dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 
2017, Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 45 Tahun 2014 
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama, 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2013 tentang Petunjuk 
Teknis Revisi Anggaran. Dengan berpedoman pada ketetapan yang 
sudah ada, Satker melaksanakan proses penyusunan sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan dan tidak keluar dari aturan. Proses penyusunan 
berjalan sesuai tepat waktu (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, 
S.Ag., 28 Maret 2017). 
Dalam proses penyusunan diperlukan koordinasi secara intensif 
serta komunikasi yang dijalin secara baik, dan didukung oleh 
pelaksana-pelaksana yang berkompeten di bidangnya (Wawancara 
dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I., 27 Maret 2017). 
b. Pelaksanaan RKA-K/L di MIN Surakarta 
Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang 
telah dibuat (Wawancara dengan Ibu Endah Sri Mulyani, S.Pd 27 Juni 
2017). Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses 
pelaksanaan keuangan madrasah peneliti melakukan wawancara dan 
dokumentasi. Informasi dan data yang diperoleh bersumber dari 
informan yang terlibat dalam proses manajemen keuangan. Informan 
tersebut yaitu kepala madrasah, bendahara dan administrasi.  
MIN Surakarta sebagai satuan kerja dari Kementerian Agama 
sumber pendapatannya 100% berasal dari anggaran negara yaitu APBN 
(Wawancara dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I., 27 Maret 2017) 
oleh karena itu segala proses penerimaan sesuai SOP (Standar 
Operasional) yang sudah tertera dalam peraturan. 
Hal tersebut juga dikuatkan dengan dokumen rencana anggaran 
kegiatan madrasah bahwa sumber pendapatannya 100% berasal dari 
anggaran negara yaitu APBN (Dokumentasi, 06 April 2017). 
Pada proses pelaksanaan kegiatan madrasah sebagai pedoman 
disesuaikan dengan rencana awal yang sudah dibuat. DIPA yang telah 
disetujui oleh Kementerian Keuangan digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan RKA-K/L juga menjadi acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan (Wawancara dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I., 27 Maret 
2017). Pada proses pelaksanaan keuangan dibagi pada aspek 
penerimaan dan pengeluaran (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti 
S.Ag., 27 Maret 2017). 
Anggaran yang diperoleh oleh MIN Surakarta baik dari 
pendapatan rutin, BOS, dan BPMKS dialokasikan untuk peningkatan 
kualitas pendidikan agar tercapainya keberhasilan pendidikan di MIN 
Surakarta dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan 
(Wawancara dengan Ibu Endah Sri Mulyani, S.Pd 27 Juni 2017), yaitu: 
1) Program pengembangan kompetensi lulusan terdiri dari sub 
program pencapaian akademis peserta didik, yaitu pelaksanaan 
uji coba UN tingkat kecamatan, ujian sekolah dan ujian 
nasional. 
2) Program pengembangan standar isi terdiri dari sub program 
relevansi dan kesesuian kurikulum, yaitu penyusunan program 
tahunan dan semester. 
3) Program pengembangan standar proses terdiri dari sub program-
program pembelajaran yang efektif, yaitu ekstrakurikuler, 
kepramukaan.  
4) Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang 
terdiri dari peningkatan kualitas guru kelas, mata pelajaran. 
5) Program pengembangan sarana dan prasarana madrasah terdiri 
dari pemeliharaan ruang kelas dan gedung. 
6) Program pengembangan standar pengelolaan terdiri dari 
program pengelolan berbasis kerja tim seperti rapat kerja 
sekolah. 
7) Program pengembangan standar pembiayaan terdiri dari sub 
program pengelolaan keuangan, operasional, pembayaran 
rekening listrik, penggunaan internet. 
8) Program pengembangan implementai sistem penilaian terdiri 
dari sub program ketersediaan penilaian bidang akademik dan 
non akademik, yaitu ujian akhir sekolah (UAS), rapot, dan 
ijazah (Dokumentasi, 06 April 2017). 
Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengkuasakan kepada KPPN 
(Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai kantor yang 
ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana. Satuan kerja 
yaitu MIN Surakarta menyampaikan SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) kepada penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu 
Bendahara untuk mencetak SPM sebagai perantara untuk disampaikan 
ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). KPPN setelah 
menerima SPM dari Satker kemudian melakukan pengujian formal atas 
SPM beserta lampirannya dan apabila telah memenuhi syarat maka 
KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SP2D 
tersebut sudah diterima Satker melalui aplikasi yang disebut dengan 
SAKPA (Sitem Akuntansi Kuasa Pengguna Angggaran), maka 
selanjutnya KPPN mencairkan dana yang sudah diajukan melalui 
rekening bendahara (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S,Ag., 05 
April 2017). 
Pengalokasian keuangan kemudian disesuaikan dengan rencana 
awal yang tertera dalam RKA-KL (Wawancara dengan Ibu Rini 
Yulianti, S,Ag., 05 April 2017), dan wakil-wakil bidang sebagai 
pelaksana dan penanggungjawab kegiatan (Wawancara dengan Ibu 
Endah Sri Mulyani 27 Juni 2017). Wakil bidang sebagai pelaksana jika 
ingin melaksanakan kegiatan atau program, maka wakil-wakil bidang 
harus melakukan pengajuan ke bendahara agar dana yang diperlukan 
bisa dicairkan (Wawancara dengan Ibu Endah Sri Mulyani 27 Juni 
2017). 
Untuk mewujudkan kegiatan tertera dalam RKA-K/L, maka 
setiap wakil-wakil bidang harus melakukan pengajuan RAB (Rencana 
Anggaran Belanja) ke bendahara madrasah. Alur pengajuan RAB untuk 
menyelenggarakan suatu kegiatan yang sudah tertera dalam RKA-K/L, 
wakil bidang madrasah yang bertugas sebagai penanggung jawab 
haruslah mengajukan RAB kepada bendahara. Dalam RAB tertera 
nama kegiatan, akun, uraian, nominal serta penanggung jawab. Apabila 
sudah disetujui maka dikembalikan lagi ke bendahara dan bendahara 
mencetak SPM dan faktur pajak yang kemudian diajukan kepada 
KPPN. KPPN memerikasa seluruh pengajuan apabila sesuai maka 
KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana melalui rekening 
bendahara, setelah itu wakil bidang yang bertugas sebagai penanggung 
jawab membuat laporan ke bendahara. Apa yang diajukan kemudian 
dicairkan dan langsung dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dan 
seluruhnya harus sesuai dengan RKA-K/L yang sudah disepakati 
bersama (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S,Ag., 05 April 2017). 
Wakil bidang yang mengajukan apabila sudah menerima 
pencairannya maka perlu membuat laporan beserta nota-nota sebagai 
bentuk pertanggung jawabannya dan seluruh pihak yang terlibat 
mengetahui atas pencairannya dalam pengajuan sebelumnya sudah 
tertera perjanjian batas waktu maksimal pengumpulan laporannya. 
Sehingga proses pengajuan selanjutnya bisa disetujui dan dilaksanakan, 
namun bila laporan penggunaan anggarannya belum selesai maka tidak 
dapat melanjutkan kegiaatn selanjutnya (Wawancara dengan Ibu Dra. 
Anik Ustadah, M.Pd., 04 April 2017). 
Penanganan pembukuan dilakukan oleh bendahara. Bendahara 
melakukan input data untuk memasukkan jenis uraian kegiatan, waktu 
kegiatan dan anggaran yang digunakannya melalui aplikasi-aplikasi 
pembukuan. Bentuk pembukuan penerimaan kemudian tertuang dalam 
buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, dan bentuk aplikasi-
aplikasi utama dari Kementerian Agama diantaranya SAKPA (Sistem 
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), SIMAKNMN (Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara), MPA 
(Manajemen Profesional Association), SAI (Sitem Akuntansi Instansi) 
(Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S,Ag., 05 April 2017). Seluruh 
laporan atau sistem pembukuan secara otomatis tercatat dalam sistem 
aplikasi dan seluruhnya terhubung ke pusat untuk memantau dan 
memonitoring penggunaannya.  
Pengeluaran dari segi penggunaan anggaran kemudian dibuat 
laporan-laporan. Seperti pengeluaran yang digunakan untuk 
menyelenggarakan kegiatan, setiap penanggung jawab kegiatan 
diharuskan membuat laporan secara detail yang kemudian laporan 
tersebut diserahkan ke bendahara madrasah untuk disesuaikan dengan 
rencana awal tadi yaitu RKA-K/L. Sama halnya dengan pengeluaran 
dalam pembelian barang harus melaporakan jumlah anggaran yang 
digunakan dan kemudian dilakukan pembukuan dan disesuaikan. Setiap 
pengeluaran sesuai dengan RKA-K/L, dan sesuai dengan program 
madrasah (Wawancara dengan Ibu Wawancara dengan Ibu Endah Sri 
Mulyani 27 Juni 2017). 
Penjelasan tersebut juga dikuatkan dengan dokumentasi bahwa 
setiap pengeluaran dalam pembelian barang harus melaporkan jumlah 
anggaran yang digunakan dan kemudian dilakukan pembukuan 
(Dokumentasi, 6 April 2017, Lampiran 9). 
Setiap kegiatan pastilah ada penanggung jawab, yang 
mempertanggung jawabkan segala pengeluaran yang sudah 
digunakannya. Pihak yang diperbolehkan dalam menggunakan 
anggaran tersebut ialah pihak yang sudah tertuang dalam perencanaan 
awal yaitu RKA-K/L baik itu guru, atau pegawai yang terlibat dalam 
satu kegiatan (Wawancara dengan Ibu Rini Yulianti, S.Ag., 05 April 
2017). 
Peran kepala madrasah dalam melakukan pengendalian adalah 
kepala madrasah sebagai manajer utama, penanggung jawab dan 
pengelola sesuai dengan RKA-K/L. Sehingga seluruh proses 
keuangannya mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dapat dijalankan 
secara tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.. Pedoman 
dari segala penggunaan pun dapat dikontrol dengan adanya RKA-K/L. 
Selama ini belum ada bentuk-bentuk pengeluaran yang diluar 
perencanaan (Wawancara dengan Ibu Musriati Dewi Utami, S.Pd., 03 
April 2017). 
Kepala madrasah juga senantiasa mengingatkan kepada wakil-
wakil bidang untuk menetapkan waktu akhir pembuatan laporan. 
Laporan yang terlambat akan menyebabkan tidak bisanya untuk 
melanjutkan kegiatan selanjutnya, karena perlu persetujuan dari kepala 
madrasah, dan kepala madrasah tidak akan menandatangani ajuan 
selanjutnya apabila laporan yang sebelumnya belum diselesaikan, maka 
dari itu setiap laporan yang dibuat sudah ditentukan batas akhir 
pembuatan laporan (Wawancara dengan Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd., 
04 April 2017). 
Penyusunan rencana kegiatan dan rincian anggara yang 
diperlukan untuk menjalankan program sekolah perlu disusun dan 
dirinci secara detail serta waktu pelaksanaan yang tepat karena akan 
berpengaruh pada dana yang telah disediakan oleh sekolah. Namun 
kadang apa yang direncanakan belum tentu dapat berjalan sesuai 
dengan rencana yang ada, tetapi kadang pelaksanaan kegiatannya sama 
dengan rencana yang telah dibuat. MIN Surakarta memiliki program 
seklolah yang selalu dilaksanakan tiap satu tahun ajaran pendidikan. 
Program sekolah dijabarkan menjadi 8 program. Peneliti 
menganalisis kesesuaian dana yang dianggarakan salah satu program 
pengembangan standar proses dengan dana realisasinya, dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
Tabel 2.1 Program Pengembangan Standar Proses 
No. 
Kode 
Uraian Kegiatan Rencana Realisasi Keterangan 
2 Pembinaan 
ekstrakurikuler 
   
 a. Penyusunan 
program 
ekstrakurikuler 
Rp  55,000 Rp  55,000 Sesuai 
 Pelaksanaan 
ekstrakurikuler BTQ 
Rp 125,000 Rp 400,000 Minus 
 Pelaksanaan 
ekstrakurikuler Tahfidz 
Rp 125,000 Rp 400,000 Minus 
 Pelaksanaan 
ekstrakurikuler rebana 
Rp 125,000 Rp 400,000 Minus 
 Pelaksanaan 
ekstrakurikuler drum 
band 
Rp  125,000 Rp - Tidak 
terlaksana 
 Pelaksanaan 
ekstrakurikuler bela diri 
Rp 125,000 Rp 400,000 Minus 
 Jumlah Rp 555,000 Rp 1.655,000  
Dari tabel diatas program pengembangan standar proses yang 
terdiri dari sub pembinaan ekstrakurikuler terdiri dari 5 (lima) kegiatan, 
namun hanya ada satu kegiatan dalam realisasinya yang sesuai dengan 
rencana anggaran. Tiga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana 
anggaran, karena terjadi minus atau kekurangan dana dalam realisasi 
kegiatan. Satu kegiatan terencana, dianggarkan namun tidak di 
realisasikan (Observasi dan Dokumentasi, 5 Agustus 2017). 
Semua dana anggaran kegiatan proses pembelajaran 
menggunakan dana yang bersumber dari BOS. Tiga kegiatan yang tidak 
sesuai dengan anggaran karena terjadi minus atau kekurangan dana 
dalam realisasi kegiatan ditutupi dengan anggaran dari salah satu 
kegiatan yang tidak direalisasikan yaitu pelaksanaan ekstrakurikuler 
drum band, dan bantuan dari komite madrasah (Wawancara dengan Ibu 
Endah Sri Mulyani, S.Pd 10 Agustus 2017). 
B. Interpretasi Hasil Penelitian 
Setelah data diketahui sebagaimana peneliti sajikan pada fakta 
temuan diatas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini yaitu 
menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif secara terperinci. Berdasarkan pemaparan data 
diatas dapat diinterpretasikan bahwa perencanaan dalam manajemen 
keuangan ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang 
kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan.  
Perencanaan keuangan di MIN Surakarta dilakukan beberapa 
tahap. Tahapan tersebut sesuai dengan teori Nanang Fatah, (2009:50) 
yaitu (1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 
selama periode anggaran, (2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang 
dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang, (3) Semua sumber dinyatakan 
dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan 
pernyataan finansial, (4) Memformulasikan anggaran dalam bentuk 
format RKA-K/L yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi 
tertentu, (5) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan 
dari pihak yang berwenang, (6) Melakukan revisi usulan anggaran, (7) 
Persetujuan revisi usulan anggaran, dan (8) Pengesahan anggaran. 
MIN Surakarta dalam proses penyusunan anggaran sesuai 
dengan prinsip-prinsip anggaran yaitu adanya pembagian wewenang 
dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen. Hal tersebut 
sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Replubik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian 
Agama  bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tugas 
Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama dalam 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, perlu menetapkan 
ketentuan mengenai kelengkapan, pengangkatan, kewenangan, dan 
tugas Pejabat Perbendaharaan Negara. Kelengkapan Pejabat 
Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama meliputi (1) KPA 
(Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kemenag Surakarta, (2) PPK 
(Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I., 
dan (3) bendahara pengeluaran yaitu Ibu Rini Yulianti S.Ag.  
Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan pada 
MIN Surakarta sesuai dengan teori Nanang Fatah 2012 (47-54) yaitu 
Planning Programming Budgetting Evaluation System yaitu 
menjabarkan tujuan ke dalam program-program dan menganalisa 
kebutuhan dana untuk pelaksanaannya. Hal ini dapat terbukti pada 
proses perencanaan MIN Surakarta melakukan program atau kegiatan 
terlebih dahulu dan melakukan analisa terhadap kebutuhan anggaran 
yang diperlukan. 
Pelaksanaan manajemen keuangan madrasah terbagi dalam 
proses penerimaan dan pengeluaran. Proses pelaksanaan keuangan pada 
MIN Surakarta mendeskripsikan alur penerimaan keuangan madrasah 
melaui proses pencairan anggaran di KPPN. Penerimaan keuangan 
dilakukan dengan proses pengajuan kepada KPPN dan KPPN 
melakukan pencairan dana sesuai dengan penanggung jawab kegiatan. 
Anggaran yang diperoleh madrasah dialokasikan untuk peningkatan 
kualitas pendidikan agar tercapainya keberhasilan pendidikan di MIN 
Surakarta dalam bentuk kegiatan yang menunjang proses pendidikan. 
Setiap pengeluaran yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan 
dan pembelian barang harus melaporkan jumlah anggaran yang 
digunakan dan kemudian dilakukan pembukuan oleh bendahara. 
MIN Surakarta tidak melakukan upaya pencairan dana lain, 
karena madrasah sepenuhnya mendapat subsidi dari pemerintah dan 
segala kepengurusannya dibawah naungan Kementerian Agama. Ada 
perbedaan apabila dikaitkan dengan teori yang tertera pada bab 
sebelumnya dimana prosedur penerimaan pada lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan menganut pola anggaran yang sudah 
ditetapkan oleh peraturan pemerintah pihak sekolah tidak boleh 
menyimpang dari petunjuk penggunaan dan pengeluarannya. 
Sedangkan MIN Surakarta dibawah naungan yang berbeda yaitu 
Kementerian Agama memiliki pola pengaturan yang sedikit berbeda, 
MIN Surakarta menganalisa segala bentuk kegiatan-kegaitan yang akan 
dijalankan dalam satu tahun, kemudian pemerintah menyediakan 
anggaran-anggaran yang diperlukan yang tertuang dalam RKA-KL 
sehingga pada proses pelaksanaannya Satker menjalankan kegiatan 
yang sudah direncanakan sesuai dengan anggaran yang diajukan. Oleh 
karena itu MIN Surakarta tidak mencari sumber lain untuk menambah 
anggaran. Maka dari itu proses pengelolaan manajemen keuangan di 
MIN Surakarta dapat peneliti simpulkan melakukan pengelolaan 
keuangan secara optimal dan transparan karena keseluruhan stakeholder 
dapat melihat penggunaan anggaran dana dan hasilnya terbukti pada 
kualitas lulusan, prestasi siswa, fisik gedung, dan tenaga pendidik yang 
profesional. 
Mengelola pelaksanaan anggaran di MIN Surakarta sesuai 
dengan teori Lipham dikutip Mulyono (2010:162-163) antara lain 
mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat 
transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan 
prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung 
jawaban keuangan.  
 
 
 
  
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari bahasan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya, yang 
telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan analisis maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses perencanaan RKA-K/L di MIN Surakarta ialah dimulai 
dengan mengidentifikasi kegiatan/program madrasah yang akan 
dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran. Perencanaan keuangan 
di MIN Surakarta tertuang dalam rapat kerja, dilakukan oleh seluruh 
guru, karyawan dan komite madrasah. Proses penyusunan anggaran 
melibatkan pejabat perbendaharaan dan wakil bidang madrasah 
mengahasilkan DIPA yang tertuang dalam bentuk RKA-K/L dan 
POK.  Masing-masing dari setiap kegiatan/program dilakukan 
perhitungan dan analisa secara akurat kebutuhan dana yang 
diperlukannya. Proses perencanaan melibatkan seluruh stakeholder 
yang ada mulai dari guru, karyawan, komite madrasah, dan 
bendahara. Proses perencanaan tersebut kemudian tertuang dalam 
bentuk DIPA sementara yang menghasilkan RKA-K/L (Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk 
Operasional Kegiatan). 
Proses penyusunan anggaran dilakukan secara akurat, tepat 
dan teliti. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 
Peraturan Menteri Agama (PMA), Perdirjen (Peraturan Direktorat 
Jenderal) Agama dan Keuangan.  
2. Pelaksanaan RKA-K/L di MIN Surakarta sesuai dengan rencana awal 
yang sudah dibuat. DIPA yang telah disetujui oleh Kementerian 
Keuangan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan RKA-
K/L juga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada proses 
pelaksanaan dibagi pada aspek penerimaan dan pengeluaran.  
Penerimaan keuangan dilakukan dengan proses pengajuan 
kepada KPPN dan KPPN melakukan pencairan dana sesuai dengan 
penanggung jawab kegiatan. Anggaran yang diperoleh madrasah 
dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan agar tercapainya 
keberhasilan pendidikan di MIN Surakarta dalam bentuk kegiatan 
yang menunjang proses pendidikan. Setiap pengeluaran yang 
digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dan pembelian barang 
harus melaporkan jumlah anggaran yang digunakan dan kemudian 
dilakukan pembukuan oleh bendahara. 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka ditemukan beberapa saran 
sebagai berikut bagi: 
1. Untuk Kepala Sekolah 
a. Sebaiknya dalam proses penyusunan perencanaan keuangan, 
Kepala Sekolah bisa menentukan jadwal jauh hari sehingga 
dikemudian hari tidak ada lagi kendala dalam proses 
penyusunan terletak pada waktu.  
b. Sebaiknya saat penyusunan rencana khususnya penentuan 
jumlah anggaran untuk kegiatan lebih cermat lagi sehingga 
tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pelaksanaannya. 
c. Menentukan harga jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah dar 
harga dipasaran. Karena akan berpengaruh pada kesesuaian 
anggaran dengan realisasi kegiatan. 
2. Untuk MIN Surakarta  
a. Sebaiknya laporan keuangan yang disusun oleh wakil bidang 
madrasah diberikan batas waktu maksimal pengumpulan 
laporan keuangan seingga untuk melaksanakan kegiatan 
selanjutnya dapat berjalan sesuai rencana. 
dijalankan dalam satu tahun, kemudian pemerintah menyediakan 
anggaran-anggaran yang diperlukan yang tertuang dalam RKA-KL sehingga 
pada proses pelaksanaannya Satker menjalankan kegiatan yang sudah 
direncanakan sesuai dengan anggaran yang diajukan. Oleh karena itu MIN 
Surakarta tidak mencari sumber lain untuk menambah anggaran. Maka dari 
itu proses pengelolaan manajemen keuangan di MIN Surakarta dapat 
peneliti simpulkan melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan 
transparan karena keseluruhan stakeholder dapat melihat penggunaan 
anggaran dana dan hasilnya terbukti pada kualitas lulusan, prestasi siswa, 
fisik gedung, dan tenaga pendidik yang profesional. 
Mengelola pelaksanaan anggaran di MIN Surakarta sesuai dengan 
teori Lipham dikutip Mulyono (2010:162-163) antara lain mempersiapkan 
pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat 
perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang 
berlaku, serta membuat laporan dan pertanggung jawaban keuangan.  
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Untuk Kepala MIN Surakarta  
1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan keuangan madrasah? 
2. Darimana sumber keuangan madrasah? 
3. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? 
4. Kapan dilakukan perencanaan RKA-K/L? 
5. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan RKA-K/L? 
6. Bagaimana proses perencanaan RKA-K/L? 
7. Apa bentuk desain penganggaran yang digunakan oleh madrasah? 
8. Bagaimana bentuk dari hasil perencanaan keuangan? 
9. Apa pedoman dalam perencanaan RKA-K/L? 
10. Apa kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan RKA-K/L? 
11. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan 
RKA-K/L? 
12. Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan? 
13. Kapan pelaksanaan keuangan madrasah dilakukan? 
14. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? 
15. Apa ada pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? 
16. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
17. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan tersebut? 
18. Apakah pengeluaran sesuai dengan program madrasah? 
19. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
20. Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program madrasah?  
21. Siapa saja pihak madrasah yang bertanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program madrasah? 
B. Untuk Bendahara MIN Surakarta 
1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan keuangan madrasah? 
2. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? 
3. Kapan dilakukan perencanaan RKA-K/L? 
4. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan RKA-K/L? 
5. Bagaimana proses perencanaan RKA-K/L? 
6. Apa bentuk desain penganggaran yang digunakan oleh madrasah? 
7. Bagaimana bentuk dari hasil perencanaan keuangan? 
8. Apa pedoman dalam perencanaan RKA-K/L? 
9. Apa kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan RKA-K/L? 
10. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan 
RKA-K/L? 
11. Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan? 
12. Kapan pelaksanaan keuangan madrasah dilakukan? 
13. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? 
14. Apa ada pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? 
15. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
16. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan tersebut? 
17. Apakah pengeluaran sesuai dengan program madrasah? 
18. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
19. Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program madrasah?  
20. Siapa saja pihak madrasah yang bertanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program madrasah? 
C. Untuk Administrasi MIN Surakarta  
1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan keuangan sekolah? 
2. Darimana sumber keuangan madrasah? 
3. Bagaimana sistem perencanaan keuangan madrasah? 
4. Kapan dilakukan perencanaan RKA-K/L? 
5. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan RKA-K/L? 
6. Bagaimana bentuk dari hasil perencanaan keuangan? 
7. Apa pedoman dalam perencanaan RKA-K/L? 
8. Apakah yang dimaksud dengan pelaksanaan? 
9. Kapan pelaksanaan keuangan madrasah dilakukan? 
10. Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan madrasah? 
11. Apa ada pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? 
12. Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
13. Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan tersebut? 
14. Apakah pengeluaran sesuai dengan program madrasah? 
15. Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program sekolah?  
16. Siapa saja pihak madrasah yang bertanggung jawab dalam setiap 
kegiatan program sekolah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Perencanaan Keuangan  
Informan : Kepala Madrasah Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I. 
Tempat : Ruang Tamu Madrasah  
Waktu  : Tanggal 27 Maret 2017 Jam 09.30-10.20 WIB 
Pada hari Senin, 27 Maret 2017, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala 
Madrasah Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I berkaitan dengan perencanaan keuangan 
madrasah di ruang tamu MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah membuat 
janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara sekaligus 
memberikan surat permohonan izin penelitian selanjutnya.  
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Allhamdulillah bu, Saya sudah lulus Seminar Proposal, dan Saya 
ini juga membawa surat ijin penelitian selanjutnya dari kampus. 
Informan : Oh tidak apa-apa mbak.  Alhamdulillah, Saya juga ikut senang 
dan ini suratnya Saya terima. Bagaimana mbak apa yang ingin 
ditanyakan? 
Peneliti : Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
proses madrasah dalam melakukan perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud dengan perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan keuangan madrasah sebagai langkah awal dalam 
mengidentifikasi segala kebutuhan madrasah. Perencanaan ini 
nanti yang akan menentukan untuk apa, dimana, kapan, berapa 
lama, dan bagaimana cara melaksanakannya. Perencanaan 
keuangan madrasah adalah kegiatan merencanakan sumber dana 
untuk menunjang kegiatan pendidikan.  
Peneliti : Kapan dilakukan perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan dilakukan saat awal sebelum tahun anggaran 
dimulai. 
Peneliti : Darimana sumber keuangan di madrasah? 
Informan : Karena MIN Surakarta ini negeri dibawah naungan Kementerian 
Agama sehingga menjadi Satker (satuan kerja) Kementerian 
Agama Surakarta, maka anggarannya 100 % dari APBN.  
Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Semua ikut terlibat. Mulai dari guru-guru, karyawan, komite 
madrasah, wakil-wakil bidang yang berkompeten di bidangnya. 
Karena perencanaan keuangan ini kaitannya dengan penyusunan 
anggaran sehingga diantara mereka yang terlibat harus ada 
komunikasi yang dijalin dengan baik. Dalam penyusunan 
anggaran ada peran penting dari KPA (Kuasa Pengguna 
Anggaran) yaitu Kepala Madrasah, kemudian PPK (Pejabat 
Pembuat Komitmen) yaitu Bendahara Pengeluaran Ibu Rini 
Yulianti, S.Ag, dan Tim pengembang dan penyusun anggaran. 
Peneliti : Bagaimana proses perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Sistem perencanaan keuangan madrasah dimulai dari membuat 
Renstra (rencana strategis) Madrasah untuk lima tahun. Setelah 
itu renstra dalam lima tahun akan dijabarkan lagi menjadi rencana 
kerja tahunan. Dari rencana kerja tahunan dalam satu tahun 
direncanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah kegiatan 
tersebut sudah direncanakan selanjutnya menghitung kebutuhan 
anggaran dari kegiatan tersebut secara detail mulai dari anggaran 
yang dibutuhkannya, jumlah orang yang akan terlibat, dan 
lamanya keiatan keseluruhannya dianalisa dan dihitung secara 
rinci. 
Untuk menetukan program dalam satu tahun ke depan  melalui 
Raker (rapat kerja) setelah disusun program masing-masing, 
wakil-wakil bidang bertanggungjawab atas programnya. 
Perencanaan dilakukan secara bottom up mulai usulan guru 
kemudian diramu oleh wakil-wakil bidang madrasah setelah itu 
dijadikan satu menjadi rumusan perencanaan madrasah. 
Peneliti : Dari yang sama pahami tadi, dalam menyusun anggaran kita 
harus terlebih dahulu menentukan kegiatan madrasah untuk satu 
tahun. Apakah  madrasah menggunakan bentuk desain 
penganggaran yang bernama planning programming budgetting 
system? 
Informan : Iya mbak, kita dalam menyusun anggaran memang menyusun 
kegiatan madrasah beserta anggarannya. Dengan cara ini kita bisa 
menganalisa kebutuhan dana untuk pelaksanaannya. 
Peneliti : Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan menghasilkan RKA-K/L sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan. 
Peneliti : Bagaimana Penyusunan anggaran dilakukan? 
Informan : Penyusunan anggaran dilakukan dengan membuat perencanaan 
terlebih dahulu dalam membuat kegiatan, kemudian dari kegiatan 
tersebut dianalisa beberapa kebutuhan anggaran yang diperlukan 
untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 
Peneliti : Apa pertimbangan dalam penyusunan keuangan? 
Informan : Pertimbangannya dari analisa kebutuhan. 
Peneliti : Apa kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan keuangan 
madrasah? 
Informan : Kendalanya terletak pada waktu karena perencanaan 
membutuhkan waktu yang lumayan banyak dan dengan 
kesibukan yang bersangkutan maka waktu itu perlu diatur 
sedemikian baik.  
Peneliti : Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 
Informan : Untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuat jadwal yang 
sudah ditentukan, jadi secara serentak semua hadir dalam proses 
perencanaan keuangan madrasah. 
 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Perencanaan Keuangan  
Informan : Bendahara Pengeluaran Madrasah Ibu Rini Yulianti, S.Ag 
Tempat : Kantor Guru MIN Surakarta 
Waktu  : Tanggal 28 Maret 2017 Jam 10.00-11.00 WIB 
Pada hari Selasa, 28 Maret 2017, peneliti melakukan wawancara kepada 
Bendahara Madrasah Ibu Rini Yulianti, S.Ag berkaitan dengan perencanaan 
keuangan madrasah di Kantor Guru MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah 
membuat janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara. 
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Informan : Oh tidak apa-apa mbak. Bagaimana mbak apa yang ingin 
ditanyakan? Kemarin sudah melakukan wawancara dengan Bu 
Anik ya? 
Peneliti : Iya bu, kemarin Saya sudah melakukan wawancara dengan beliau 
mengenai proses perencanaan keuangan madrsah. Hari ini Saya 
juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses 
madrasah dalam melakukan perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan keuangan madrasah adalah kegiatan merencanakan 
sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan 
tercapainya tujuan pendidikan di MIN Surakarta. 
Peneliti  : Apakah dalam perencanaan keuangan madrasah harus 
menganalisa kebutuhan dana atau menyusun anggaran sesuai 
dengan sasaran kegiatan madrasah selama satu tahun? 
Informan : Iya mbak, madrasah setiap tahunnya madrasah mempunyai 
kegiatan untuk satu tahun, sehingga dalam perencanaan keuangan 
yaitu menyusun anggaran sesuai dengan kegiatan untuk satu 
tahun. Jadi, melakukan kegiatan terlbih dahulu dan kebutuhan 
anggaran yang diperlukan. 
Peneliti : Kapan dilakukan perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan menunggu instruksi dari Kemenag (Kementerian 
Agama) Surakarta. Dari kemenag untuk penyusunan pagu (nilai 
rupiah yang ada di DIPA) melalui Kanwil (Kantor Wilayah) 
biasanya mulai dilaksanakan perencanaan pada bulan April untuk 
rencana di tahun anggaran yang akan berjalan. Bentuk 
perencanaan awal ini disebut dengan pagu atau DIPA sementara, 
setelah itu dikaji oleh Kementerian Agama Surakarta, jika sesuai 
barulah keluar DIPA untuk masing-masing satan kerja yaitu MIN 
Surakarta.   
Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Kemenag Surakarta, 
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kepala Madrasah Ibu 
Dra. Anik Ustadah, S.Pd.I., dan Bendahara Pengeluaran yaitu Ibu 
Rini Yulianti, S.Ag. 
Peneliti : Bagaiman proses perencanaan keuangan? 
Informan : MIN Surakarta merupakan Satker Kemenag Surakarta, dari segi 
keuangan MIN Surakarta menggunakan DIPA. Semua 
kementerian atau lembaga pemerintah menggunakan DIPA, 
termasuk MIN Surakarta. Proses perencanaan dimulai pada awal 
sebelum tahun pelajaran dimulai biasanya pada bulan April 
dengan PPK, bendahara pengeluaran dan tim lainnya muai 
menganalisa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam program 
beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan. Perencanaan ini 
disebut dengan DIPA/ pagu sementara. Setelag DIPA/pagu 
sementara ini telah dibuat maka proses selanjutnya dilakukan 
pengkajian oleh Kemenag Surakarta. Apabila disetujui barulah 
keluar DIPA.  
Peneliti : Darimana sumber keuangan madrasah? 
Informan : Sumber awal berasal dari APBN (Anggaran Pemerintah dan 
Belanja Negara) yang kemudian tertuang dalam DIPA (Daftar 
Isian Pelaksana Anggaran). 
Peneliti : Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Dari hasil perencanaan tersebut dihasilkan DIPA sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan dan program madrasah. DIPA 
dibagi lagi menjadi RKA-K/L (Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian/Lembaga) dan POK (Petunjuk Operasional 
Kegiatan). RKA-K/L sudah direncanakan sejak awal, tidak bisa 
mengubah mata anggaran (akun). Setelah itu pelaksanaan sesuai 
dengan perencanaan yang tertera di DIPA dan masuk dalam 
bentuk RKA-K/L. Dalam RKA-K/L memuat untuk beberapa pos 
kegiatan sesuia dengan mata anggaran. Contohnya mata anggaran 
dalam pemerintah yang disebut sebagai Akun. Dalam RKA-K/L 
terdapat beberapa akun yang digunakan sebagai pedoman 
pengisian DIPA. POK atau yang disebut lembar kerja memuat 
rentetan kegiatan secara lebih jelas dan detail. Penggunaannya 
sama, RKA-K/L memuat dua digit akun sedangkan POK enam 
digit akun RKA-K/L dan POK penggunaan dan isinya sama dan 
bentuknya berupa aplikasi. Aplikasi ini dibuat oleh Kementerian 
Keuangan Satker sebagai pelaksana. Tidak ada perbedaan sama-
sama turunan dari DIPA. Penggunaannya lebih mudah POK 
karena untuk meminimalisir kesalahan lebih kecil. 
Peneliti : Apakah pedoman dalam penyusunan anggaran? 
Informan : Berpedoman pada PMK (Peraturan Menteri Keuanga) Perdirjen 
(Peraturan Direktorat Jenderal) Agama dan Keuangan. 
Penyusunan anggaran dilakukan secara akurat, tepat, dan teliti. 
Jumlah uang yang dicantumkan adalah jumlah perkiraan yang 
akan direalisasikan pada saat peaksanaan kegiatan. Jumlah 
diupayakan mendekati angka yang sebenarnya temasuk pajak 
pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan 
anggaran ini berangkat dari rencana kegiatan yang tertuang dalam 
DIPA sementara. Penyusunan harus menggunakan prinsip efisien 
dan tepat guna. 
Peneliti : Apa kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan keuangan 
madrasah? 
Informan : Pada pengajuan tidak sesuai dengan akun yang tertera.  
Peneliti : Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 
Informan : Mengatasi perubahan akun dengan melakuka revisi sesuai dengan 
yang sudah tertera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Perencanaan Keuangan  
Informan : Administrasi Ibu Musriati Dewi Utami, S. Pd 
Tempat : Ruang Tamu Madrasah  
Waktu  : Tanggal 29 Maret 2017 Jam 08.10-09.00 WIB 
Pada hari Rabu, 29 Maret 2017, peneliti melakukan wawancara kepada 
Administrasi yang merupakan salah satu tim penyusun perencanaan keuangan 
yaitu Ibu Musriati Dewi Utami, S. Pd., berkaitan dengan perencanaan keuangan 
madrasah di ruang tamu MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah membuat 
janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara sekaligus 
memberikan surat permohonan izin penelitian selanjutnya.  
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Informan : Oh tidak apa-apa mbak.   
Peneliti : Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
proses madrasah dalam melakukan perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan keuangan madrasah sebagai langkah awal dalam 
mengidentifikasi segala kebutuhan madrasah. Perencanaan 
keuangan madrasah adalah kegiatan merencanakan sumber dana 
untuk menunjang kegiatan pendidikan.  
Peneliti : Kapan dilakukan perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan dilakukan saat awal sebelum tahun anggaran 
dimulai sekitar bulan April-Mei. Contoh perencanaan keuangan 
untuk tahun anggaran 2017, maka pada bulan April-Mei tahun 
2016 perencanaan sudah disusun. 
Peneliti : Darimana sumber keuangan di madrasah? 
Informan : Dari Kas Negara (APBN) ada BOS, BPMKS. 
Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Semua ikut terlibat. Mulai dari Kepala Madrasah, Bendahara 
Pengeluaran, Tim penyusun anggaran, guru-guru, karyawan, 
komite madrasah,  
Peneliti : Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan madrasah? 
Informan : Perencanaan menghasilkan RKA-K/L sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan. RKA-K/L ini berbentuk format aplikasi 
yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Satker sebagai 
pelaksana menggunakan aplikasi ini dalam proses keuangannya 
Dalam aplikasi RKA-K/L memuat beberapa akun yang digunakan 
sebagai pedoman pengisian DIPA. Akun tersebut sudah tertera 
dalam aplikasi RKA-KL sehingga bendahara selaku pelaksana 
tinggal menginput kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai 
dengan akun yang sudah tertera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Pelaksanaan Keuangan  
Informan : Administrasi Ibu Musriati Dewi Utami, S. Pd 
Tempat : Ruang Tamu Madrasah  
Waktu  : Tanggal 03 April 2017 Jam 09.10-09.55 WIB 
Pada hari Senin, 3 April 2017, peneliti melakukan wawancara kepada 
Administrasi Ibu Musriati Dewi Utami, S. Pd berkaitan dengan pelaksanaan 
keuangan madrasah di ruang tamu MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah 
membuat janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara.  
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Bagaimana bu, kabarnya? 
Informan : Allhamdulillah baik mbak. Bagaimana mbak apa yang ingin 
ditanyakan? 
Peneliti : Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
proses madrasah dalam perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Pelaksanaan itu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. 
Peneliti : Karena perencanaan sudah dibuat sebelum tahun anggaran, maka 
kapan dimulainya pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Pelaksanaan keuangan madrasah untuk tahun 2017 sudah berjalan 
sejak bulan Januari 2017 mbak. Dalam pelaksanaan ini nanti ada 
kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran.  
Peneliti : Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan 
madrasah? 
Informan : Prosedur penerimaan dimulai dari langkah pertama madrasah 
melalui wakil-wakil bidang merencanakan seluruh kebutuhan dan 
program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun 
pelajaran, setelah itu laporan kebutuhan dari para bidang-bidang 
tersebut dikumpulkan dalam satu laporan untuk diajukan ke 
Kanwil tingkat provinsi, setelah itu berada di Kemenag pusat, 
apabila disetujui maka barulah anggaran itu cair ke madrasah. 
Peneliti : Apakah ada pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? 
Informan : Ada mbak, bentuk pembukuannya bisa lihat di bendahara. 
Peneliti : Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
Informan : Alokasinya nanti diserahkan kepada wakil-wakil bidang yang 
berkepentingan sebagai penanggung jawab. 
Peneliti : Apakah pengeluaran dana sesuai dengan tujuan program 
madrasah? 
Informan : Iya mbak. 
Peneliti : Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam 
setiap program sekolah? Siapa saja? 
Informan : Ada yang bertanggung jawab yaitu wakil bidang tadi sudah 
sebagai penanggung jawab.  
Peneliti : Siapa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan 
madrasah?  
Informan : Semua boleh mbak, tapi dengan persetujuan dari Saya sebagai 
PPK dan sesuai dengan peraturan yang ada. 
Peneliti : Bagaimana peran kepala madrasah dalam melakukan 
pengendalian pengeluaran madrasah sesuai dengan RKA-K/L 
yang sudah dibuat? 
Informan : Kepala madrasah sebagai manajer utama, penanggung jawab dan 
pengelola sesuai dengan RKA-K/L. Selama ini belum ada bentuk-
bentuk pengeluaran yang diluar perencanaan. 
 
 
 
  
 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Pelaksanaan Keuangan  
Informan : Kepala Madrasah Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I. 
Tempat : Ruang Tamu Madrasah  
Waktu  : Tanggal 04 April 2017 Jam 08.00-09.55 WIB 
Pada hari Senin, 3 April 2017, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala 
Madrasah Ibu Dra. Anik Ustadah, M.Pd.I berkaitan dengan pelaksanaan keuangan 
madrasah di ruang tamu MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah membuat 
janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara.  
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Bagaimana bu, kabarnya? 
Informan : Allhamdulillah baik mbak. Bagaimana mbak apa yang ingin 
ditanyakan? 
Peneliti : Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
proses madrasah dalam perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Pelaksanaan keuangan madrasah berhubungan dengan 
penerimaan dan pengeluaran. 
Peneliti : Karena perencanaan sudah dibuat sebelum tahun anggaran, maka 
kapan dimulainya pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Sudah berjalan sejak bulan Januari 2017 mbak.  
Dalam pelaksanaan ini nanti ada kaitannya dengan penerimaan 
dan pengeluaran.  
Peneliti : Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan 
madrasah? 
Informan : Dalam pelaksanaannya menggunakan RAB dari wakil-wakil 
bidang jika ingin mengajukan anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan. Dalam RKA-K/L pun sudah tertera kegiatan yang akan 
diajukan. Ketika mengajukan harus melalui persetujuan PPK 
yaitu kepala madrasah. Setelah usul diajukan kemudian bendahara 
merekap menggunakan form pengguna anggaran yang terdiri dari 
3 rakap.  
Peneliti : Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
Informan : Dialokasikan sesuai dengan RKA-K/L. 
Peneliti : Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam 
setiap program sekolah? Siapa saja? 
Informan : Ada yang bertanggung jawab yaitu wakil bidang tadi sudah 
sebagai penanggung jawab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
FIELD-NOTE 
Judul  : Wawancara Pelaksanaan Keuangan  
Informan : Bendahara Pengeluaran Madrasah Ibu Rini Yulianti, S.Ag 
Tempat : Ruang Tamu Madrasah  
Waktu  : Tanggal 05 April 2017 Jam 11.00-11.50 WIB 
Pada hari Senin, 3 April 2017, peneliti melakukan wawancara kepada Bendahara 
Pengeluaran Madrasah Ibu Rini Yulianti, S.Ag berkaitan dengan pelaksanaan 
keuangan madrasah di ruang tamu MIN Surakarta. Sebelumnya peneliti sudah 
membuat janji terlebih dahulu dengan informan untuk melakukan wawancara.  
Peneliti : Assalammu ‘alaikum. 
Informan : Waalaikummussalam. 
Peneliti : Sebelumnya, Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. 
Bagaimana bu, kabarnya? 
Informan : Allhamdulillah baik mbak. Bagaimana mbak apa yang ingin 
ditanyakan? 
Peneliti : Saya hari ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 
proses madrasah dalam perencanaan keuangan.  
Informan : Iya mbak, nanti Saya jawab. 
Peneliti : Apakah yang dimaksud pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Pelaksanaan keuangan madrasah berhubungan dengan 
penerimaan dan pengeluaran. 
Peneliti : Karena perencanaan sudah dibuat sebelum tahun anggaran, maka 
kapan dimulainya pelaksanaan keuangan madrasah? 
Informan : Sudah berjalan sejak bulan Januari- Februari 2017 mbak.  
Dalam pelaksanaan ini nanti ada kaitannya dengan penerimaan 
dan pengeluaran.  
Peneliti : Bagaimana prosedur pengelolaan penerimaan keuangan 
madrasah? 
Informan : Untuk mendapatkan pencairan dana DIPA. Menteri Keuangan 
mengkuasakan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara) sebagai kantor yang ditunjuk untuk melaksanakan 
pembayaran/pencairn dana.  
Satker yaitu MIN Surakarta mengajukan SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) kepada KPPN sesuai dengan perencanaan yang 
tertera dalam POK dan RKA-K/L. Cara pengajuan ke KPPN 
melalui uang persediaan yaitu uang yang bisa digunakan oleh 
Satker untuk membiayai kegiatan operasional lembaga.Setiap 
Satker dibatasi tiga orang untuk bisa melakukan transaksi untuk 
penyerahan SPM (Surat Perintah Membayar) dan pengambilan 
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan kembali ke 
KPPN. SPM yang diajukan Satker sudah diterima KPPN dan 
KPPN mengeluarkan SP2D melalui aplikasi yang disebut dengan 
SAKPA (Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran) 
Peneliti : Bagaimana pengalokasian sumber keuangan tersebut? 
Informan : Alokasinya sesuai dengan program yang sudah dibuat. Sesuai 
dengan RKA-K/L. 
Peneliti : Apakah ada pembukuan pada penerimaan keuangan madrasah? 
Informan : Ada mbak, bentuk pembukuannya tertuang dalam buku kas 
umum dan bentuk bentuk aplikasi-aplikasi utama dari 
Kementerian Agama diantaranya SAKPA (Sistem Akuntansi 
Kuasa Pengguna Anggaran), SIMAKNMN (Sistem Informasi 
Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara), MPA (Manajemen 
Profesional Association), SAI (Sitem Akuntansi Instansi). 
Peneliti : Bagaimana penyusunan penerimaan keuangan? 
Informan : Penyusunan sudah tertera pada RKA-K/L dan POK. 
Peneliti : Apakah pengeluaran dana sesuai dengan tujuan program 
madrasah?  
Informan : Iya selalui sesuia dengan program yang telah direncanakan dan 
tidak boleh keluar dari perencanaan. Sehingga perencaan harus 
dibuat secara detail dan detail. 
Peneliti : Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam 
setiap program sekolah? Siapa saja? 
Informan : Iya, selalu ada penanggung jawab pada setiap program/kegiatan. 
Peneliti : Siapa saja yang diperbolehkan dalam penggunaan keuangan 
madrasah?  
Informan : Yang menjadi kebutuhan yang sudah tertuang dalam perencanaan 
awal itu boleh menggunakan. 
Peneliti : Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab dalam 
setiap program sekolah? Siapa saja? 
Informan : Ada yang bertanggung jawab yaitu wakil bidang tadi sudah 
sebagai penanggung jawab.  
Peneliti : Apakah ada kendala dalam pelakanaan keuangan madrasah? 
Informan : Kendalanya terletak pada laporan dari wakil-wakil bidang ketika 
laporan terlambat maka proses pembukuan mengalami 
kebingungan. 
Peneliti : Bagaimana mengatasi kendala tersebut? 
Informan : Melalui rapat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3 
Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MIN) Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 4 
Daftar Nama Guru di MIN Surakarta beserta jabatannya 
No Nama 
Pangkat/
Gol. 
NIP L /P 
1 
Dra. Anik Ustadah, 
M.Pd.I. 
IV a 19670702 199303 2 002 P 
2 Rini Yulianti, S.Ag. IV a 19700705 199703 2 001 P 
3 Nur Rosyidah,S.Pd.I. III d 19711010 199703 2 003 P 
4 
Ahmad Mudhakir, 
S.Ag. 
III c 19670804 199106 1 001 L 
5 
Endah Sri 
Mulyani,S.Pd. 
III c 19750430 200003 2 001 P 
6 Sulastri, S.Pd. III b 19760228 199903 2 001 P 
7 Sunarti,S.Pd.I. III b 19680605200604 2 011 P 
8 Tanwirul Khairi,S.Ag. III b 19690730 200501 1003 L 
9 Joko Widodo, S. Pd. III b 19811030 200701 1 008 L 
10 Tri Widodo, S.Pd IIIb 198006162006041017 L 
11 Budi Hartono,S.Pd.SD. III a 19681025 200312 1002 L 
12 Muhtarom, S.Ag. III a 19760711 200701 1 002 L 
13 Dian Ratih Hanafi,S.Pd. III a 19811203 200710 2 002 P 
14 
Ika Dian Inimgtyas, 
S.Pd.SD. 
II d 19840608 200604 2 006 P 
15 
Fahrudin Dwi 
Purnomo,S.Pd.I. 
II b 19791024 200710 1 001 L 
16 
Winahyo Tri Sumirat, 
A.Ma. 
II b 19730213 200901 1 002 L 
17 Umi Ma’rufah II b 19750702 200501 2 003 P 
Mahfudz, S.Si. 
18 Siti Mutmainah, S. H.I.  - P 
19 
Musriati Dewi Utami, 
S. Pd. 
 - P 
20 Alfiyah, S. Pd.  - P 
21 
Andi Rosyid 
Oktavianto, A.Ma 
 - L 
22 Lana Kurniawan, S.Pd.I  - L 
23 
Ayu Amarul Ma'ariffatu 
Choir,S.Pd.I 
 - P 
24 Muhammad Arrozi, SEI IIIc 198108092006041001 L 
25 
Ardi Budi Nuswantoro, 
A.Md 
 - L 
26 Diska Aulia Rahman  - P 
27 Joko Riyadi  - L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 5 
Daftar Siswa Tahun Ajaran 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
Tahun 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Kelas L P JML L P JML L P JML 
1 38 43 81 36 59 95 26 36 62 
2 34 41 75 33 46 79 37 40 77 
3 30 34 64 31 45 76 37 53 90 
4 24 37 61 32 34 66 33 40 73 
5 40 30 70 21 37 68 33 44 77 
6 25 27 52 39 31 70 31 31 62 
Total 191 212 403 192 252 444 197 244 441 
 
L : Laki-laki 
P  : Perempuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 6 
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Ajaran 
2016/2017 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
Lampiran 7 
Kerangka Acuan Kerja  Keluaran (Output) Kegiatan Bulan Februari MIN 
Surakarta Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Revisi Anggaran 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
Surat Perintah Bayar 
 
Lampiran 10 
Kuitansi/Bukti Pembayaran 
 
 
 
Lampiran 11 
Pembukuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 12 
Rekapitulasi Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah Tahun Ajaran 
2016/207 
 
